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Abstrak 

Pada tahun 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan  
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan 
Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Selanjutnya, 
Peraturan Presiden ini diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2021 yang di dalamnya terdapat pengaturan pemberian sanksi hukum 
terhadap masyarakat yang tidak mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid- 
19. Bentuk sanksi hukumnya yaitu berupa sanksi administratif penundaan 
atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Sanksi 

   administratif tersebut berpotensi merugikan hak masyarakat kelas bawah. 

Keywords:  
Legal  Sanctions;  Vaccination; 
Ambiguity. 

Tujuan penelitian ini menganalisis ambiguitas sanksi hukum terhadap 
masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19, serta menganalisis upaya 
alternative untuk memperbaiki ambiguitas pemberian sanksi terhadap 

   masyarakat  yang  menolak  vaksinasi  Covid-19.  Metode  penelitian  ini 
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menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini 
menghasilkan kesimpulan bahwa ambiguitas yang ditimbulkan atas sanksi 
hukum tersebut kontradiktif dengan aturan setingkat maupun asas-asas 
dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sanksi pidana kerja 
sosial dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti sanksi administratif yang 
menimbulkan ambiguitas dan merugikan warga masyarakat. 

 
 

Abstract 

In 2020, the President of Indonesia established Presidential Regulation Num- 
ber 99 of 2020 concerning the Procurement and Implementation of Vaccina- 
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tions to Annihilate Covid-19 Pandemic. Furthermore, this Presidential Regu- 
lation was amended by Presidential Regulation Number 14 of 2021 which 
contained a particular provision to impose legal sanctions on people who 
violated rules by do not participate in Covid-19 vaccination. Administra- 
tion sanctions such as postponing or terminating social security awarding 
or social assistance will be imposed on a citizen who does not comply with 
that particular provision. This kind of administrative sanction will poten- 
tially harm the rights of lower classes people. This study is to analyze the 
ambiguity of legal sanctions against people who refuse to get Covid-19 vac- 
cination and to analyze the alternative solution to take out the ambiguity of 
imposing sanctions on people who violated these particular rules. This re- 
search method uses normative legal research by statutory and conceptual 
approach. This study concludes that the ambiguity caused by those sanc- 
tions is contradicted with the legislation rules and principles. Therefore, 
social work sanctions can be used as an alternative solution to substitute 
administrative sanctions that cause ambiguity and violated the community’s 
rights. 

 

 

 

1. Pendahuluan 

Virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di 

China pada akhir tahun 2019 dan telah menyebar 

ke seluruh dunia. Tidak lama kemudian, virus 

covid-19 menyebar ke Indonesia tepat pada 

tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkit seorang ibu 

berumur 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 

tahun (Kompas.com, 2020). Hingga saat ini belum 

terlihat tanda-tanda penyebaran Covid-19 akan 

segera berakhir. Namun, tidak serta merta peme- 

rintah hanya berdiam diri dalam menyikapi 

penganggulangan penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah mulai mengkampanyekan penerapan 

protokol kesehatan (prokes) di setiap kegiatan 

masyarakat, menjalankan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) secara masif, mengalihkan kegiatan 

kerja dan pendidikan yang semula dilaksanakan 

secara luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan 

(daring), memberikan segenap paket-paket ban- 

tuan bagi masyarakat, menerapkan program pem- 

berian vaksinasi nasional, dan membatasi mobilitas 

Warga Negara Asing (WNA) yang hendak masuk 

ke Indonesia. 

Setelah vaksin Covid-19 ditemukan, peme- 

rintah bergerak cepat mengadakan program 

vaksinasi berskala nasional. Untuk melancarkan 

program vaksinasi nasional, Presiden menetapkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelak- 

sanaan Vaksinasi Dalam RangkaPenanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Orang yang pertama kali disuntik vaksin Covid- 

19 adalah Presiden Joko Widodo. Pada saat yang 

sama, sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi 

profesi serta perwakilan masyarakat turut meng- 

ikuti vaksinasi (Kemenkes.go.id, 2021). Hal ini bu- 

kan tanpa alasan, tindakan Presiden tersebut dapat 

dimaknai sebagai jaminan untuk menunjukkan rasa 

aman penggunaan vaksin sekaligus meredam ke- 

khawatiran masyarakat terkait uji klinis vaksin 

Covid-19. 

Tertanggal 10 Februari Perpres No 99 Tahun 

2020 mengalami perubahan dengan diundang- 

kannya Perpres No 14 Tahun 2021. Perubahan Per- 

pres tersebut menambahkan norma sanksi admin- 

istratif kepada sasaran vaksinasi yang tidak ber- 

sedia menerima vaksin Covid-19. Adapun sanksi 

administratif tersebut yakni penundaan atau 

penghentian penyaluran jaminan sosial atau 

bantuan sosial, penundaan atau penghentian 
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pelayanan publik, hingga pengenaan denda 

(Perpres No 14 Tahun 2021). Keberadaan ketentuan 

sanksi tersebut seolah-olah ingin mendorong selu- 

ruh masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksinasi 

Covid-19. Padahal bila melihat data yang dirilis 

KOMINFO, hingga 21 Juli 2021 program vaksinasi 

nasional hanya menembus jumlah 42.611.602 untuk 

dosis pertama dan 16.606.675 untuk dosis kedua 

bagi masyarakat Indonesia (Covid19.go.id, 2021). 

Belum lagi, ada diskursus tentang sifat vaksin yang 

seharusnya dilakukan secara sukarela atau 

kewajiban bagi setiap orang. Ketika polemik 

vaksinasi Covid-19 bersifat sukarela atau wajib 

masih terus berkembang di tengah masyarakat, 

maka akan sangat sulit membayangkan sanksi 

administratif akan dapat diberlakukan. 

Terlepas dari perdebatan tersebut, tidak 

dapat dipungkiri masih terdapat masyarakat yang 

secara sadar dan terang-terangan menolak pro- 

gram vaksinasi Covid-19. Merujuk pada hasil 

survei yang bersumber dari Saiful Mujani Research 

and Consulting (SMPRC) dapat diketahui bahwa 

terdapat sebagian masyarakat dalam tiga wilayah 

yang menolak vaksinasi, yakni Wilayah DKI 

Jakarta (33% responden), Jawa Timur (32% 

responden), dan (31% responden), masing-masing 

daerah memiliki persepsi soal keamanan vaksin 

yang digunakan oleh pemerintah (Suara.com, 

2021). Sebaliknya, dalam menyikapi penolakan 

program tersebut Edward Oemar Sharif Hiariej 

sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Wamenkumham) menganggap sanksi 

pidana dapat diberikan kepada masyarakat yang 

tidak bersedia menerima vaksinasi (Hukum- 

online.com, 2021). Sebab, menaati program 

vaksinasi adalah kewajiban masyarakat dalam kon- 

disi pandemi Covid-19 (UU No 6 Tahun 2018). 

Berangkat dari kenyataan bahwa pengaturan 

pemberian sanksi administratif yang terdapat pada 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 baru di- 

teken pada tanggal 9 Februari 2021, maka dapat 

dikatakan bahwa topik penelitian ini masih sangat 

minim. Sehingga penulis tertarik untuk mengang- 

kat topik tersebut dengan beberapa rumusan masa- 

lah yang timbul dari latar belakang ini yakni, bagai- 

mana ambiguitas sanksi hukum terhadap masya- 

rakat yang menolak vaksinasi Covid-19 serta bagai- 

mana upaya alternatif untuk memperbaiki pem- 

berian sanksi terhadap masyarakat yang menolak 

vaksinasi Covid-19. 

 

2. Metode 

Metode penelitian menggunakan studi lite- 

ratur dengan pendekatan normatif hukum untuk 

mengolah bahan pustaka selaku data sekunder 

(Zed, 2004). Data sekunder yang didapat disusun 

secara sistematis dengan teknik pencatatan dan 

interpretasi dari bahan yang ada. Penelitian ini 

memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta 

prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan per- 

masalahan yang dikaji untuk menghasilkan 

argumen yang solid. Teknik pencatatan dalam 

penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum 

yang relevan dengan masalah yang diangkat dan 

dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinter- 

pretasi. Data tersebut dianalisis dengan metode 

kualitatif, yakni menjabarkan argumentasi dan 

interpretasi atas ukuran kesesuaian analisis dengan 

pembahasan yang ditentukan. Dalam hal ini adalah 

konsep sanksi administratif yang dapat diterapkan 

bagi masyarakat yang tidak mengikuti pelaksanaan 

vaksinasi Covid-19 agar tidak menimbulkan keten- 

tuan yang ambigu. Data yang terkumpul dianalisis 

hingga memperoleh gambaran menyeluruh 

mengenai jawaban tentang alternatif penerapan 

sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak 

melaksanakan vaksinasi Covid-19. 

 

3. Pembahasan 

3.1 Ambiguitas sanksi hukum terhadap 

masyarakat yang menolak vaksinasi 

Covid-19 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 

2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 
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Tahun 2020 telah mengatur mengenai tahap pelak- 

sanaan vaksinasi beserta sanksi bagi pihak atau 

masyarakat yang menolaknya. Ibarat adagium 

destinata tantum pro factis non hebentur (maksud 

baik tidak serta merta diikuti tindakan yang baik), 

maka niatan pemerintah dalam menekan dan 

mengatasi penyebaran virus Covid-19 harus di- 

sertai dengan tindakan yang baik pula. Oleh karena 

itu, pemerintah menetapkan kewajiban bagi masya- 

rakat untuk turut serta dalam program vaksinasi 

beserta instrumen sanksi administrasi bagi masya- 

rakat yang tidak bersedia mendapat vaksinasi 

Covid-19. 

Ikhtiar pemerintah dalam menyelenggara- 

kan program vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan 

cara bertahap. Pemerintah telah mendata dan mem- 

berikan sasaran prioritas penerima vaksin kepada: 

a) tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan 

tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pela- 

yanan kesehatan, b) masyarakat yang terkategori 

berusia lanjut serta tenaga/petugas pelayanan 

publik, c) masyarakat yang rentan dari aspek geos- 

pasial, sosial, dan ekonomi, dan d). masyarakat 

lainnya(Permenkes No 10 Tahun 2021).Proses 

pendataan bagi sasaran prioritas penerima vaksin 

tersebut masih menemukan beberapa masalah. Di 

antaranya,Kemenkes memerlukan nama, NIK, dan 

alamat serta data kependudukan berupa KTP 

dalam melakukan registrasi maupun pendataan 

(Dharmaningtias, 2021).Padahal masih banyak 

masyarakat yang belum memiliki KTP. Selain itu, 

terdapat kelompok masyarakat adat yang sampai 

saat ini memang tidak pernah memiliki KTP, Kartu 

Keluarga dan surat keterangan lainnya (Dhar- 

maningtias, 2021).Senada dengan itu, Dirjen Duk- 

capil Kemendagri, Zudan Arif pun mengatakan 

bahwa sebanyak 2,7 masyarakat di Indonesia tidak 

memiliki KTP (Kabar24.bisnis.com, 2020).Sehingga 

tujuan mewajibkan vaksinasi Covid-19 akan terasa 

sia-sia jika perangkat aturannya masih belum bisa 

menjangkau seluruh warga mayarakat. 

 

Lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dikatakan bahwa 

setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran 

penerima Vaksin Covid-19wajib mengikuti vak- 

sinasi Covid-19. Hal tersebut selaras dengan kewa- 

jiban yang tercantum dalam Pasal 13 A ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang 

menyatakan bahwa setiap sasaran penerima vaksin, 

diwajibkan untuk mendapatkan vaksinasi Covid- 

19. Kewajiban mengikuti vaksinasierat kaitannya 

dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 

11 Tahun 2020 yang menetapkan adanya keadaan 

darurat akan kesehatan masyarakat akibat Covid- 

19 sehingga wajib ditanggulangi melalui ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian 

dibutuhkan suatu mekanisme karantina kesehatan 

yang diatur dalam UU Kekarantinaan. Sebagai- 

mana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekaran- 

tinaan Kesehatan, bahwa vaksinasi merupakan 

bagian dari Tindakan Kekarantinaan Kesehatan 

yang mewajibkan setiap masyarakatuntuk patuh 

terhadap penyelenggaraan kekarantinaan Kese- 

hatan (UU No 6 Tahun 2018). Hal senada ditegas- 

kan oleh pihak pemerintah yaitu Edward Hiariej 

selaku Wamenkumham yang menyatakan vaksin 

merupakan suatu kewajiban bila merujuk pada UU 

Kekarantinaan Kesehatan (Hukum.rmol.id, 2021). 

Namun, dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 8 

jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, menerangkan hak 

setiap orang untuk menentukan pelayanan kese- 

hatan sendiri dan menerima atau menolak per- 

tolongan yang diberikan kepadanya. Hal ini di- 

kecualikansejak ditetapkanya Keputusan Presiden 

Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan adanya keadaan 

darurat akan kesehatan masyarakat akibat Covid- 

19. Akibatnya, terjadi peralihan hak privat terkait 

kesehatan menjadi ruang lingkup publik yang di- 

tangani oleh pemerintah. Hal ini disebabkan de- 

ngan adanya situasi darurat kesehatan masyarakat 
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yang dapat berdampak luas terhadap  keamanan 

dan kesehatan orang banyak, sehingga menjadi 

tanggung jawab negara untuk memberikan pela- 

yanan Kesehatan (UUD NRI 1945).Dengan de- 

mikian, hak kesehatan yang privat tersebut tetap 

sahkan tetapi tidak dapat diberlakukan karena telah 

terjadi situasi darurat kesehatan masyarakat 

(Detik.com, 2021b). 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “Teori 

Umum tentang Hukum dan Negara” terdapat se- 

buah sistem norma hukum statis yang mana dapat 

terjadi penarikan norma umum menjadi norma 

khusus dan sebaliknya. Pendapat Hans Kelsen ter- 

sebut sejalan dengan postulat hukum Lex Specialis 

Derogate Legi Generali yakni hukum yang bersifat 

lebih khusus mengesampingkan hukum yang ber- 

sifat lebih umum. Dalam hal ini Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan yang secara khusus 

diperlukan dalam kondisi darurat kesehatan 

masyarakat mengesampingkan Undang-Undang 

Kesehatan. Pernyataan ini diperkuat dengan peng- 

aturan lebih detail mengenai tindakan kekaran- 

tinaan yang diatur melalui Peraturan Menteri 

Kesehatan No. 10 Tahun 2021. 

Apabila ada suatu kewajibantentu akan ada 

sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban 

tersebut. Begitu pula dengan pelaksanaan program 

vaksinasi yang digencarkan oleh pemerintah. 

Beberapa sanksi administratif yang diberikan ke- 

pada masyarakat yang menolak vaksinassi Covid- 

19 yaitu, penghentian atau penundaan pemberian 

bantuan sosial, jaminan sosial, layanan administrasi 

pemerintahan serta pemberian denda (Perpres No 

14 Tahun 2021). Sebagaimana yang diterangkan 

oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia 

Tarmizi bahwa eksistensi sanksi administratif 

merupakan langkah terakhir dalam menyikapi 

adanya penolakan vaksinasi(Merdeka.com, 2021). 

Maka dapat diketahui bahwa tujuan penerapan 

sanksi tersebut sebagai upaya mewujudkan keter- 

tiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak 

setiap orang terhadap gangguan-gangguan yang 

terjadi dalam upaya pemberantasan Covid-19 dari 

Indonesia (Susanto, 2019). Selain itu, penerapan 

sanksi administratif tersebut dianggap sebagai 

pelaksanaan kewenangan presiden yang secara 

khusus untuk mengatasi bahaya penyebaran 

Covid-19 (Adhari, 2019).Namun, perlu diperhati- 

kan bahwa pengaturan sanksi administratif  

tersebut harus sesuai dengan prinsip Equality be- 

fore the law guna memastikan persamaan dan 

kesetaraan dalam penerapannya. 

Jika dicermati, pengaturan sanksi adminis- 

tratif dalam Pasal 13A ayat (4) Peraturan Presiden 

Nomor 14 Tahun 2021 dianggap masih memun- 

culkan sebuah ambiguitas dan kontradiktif dengan 

prinsip Equality before the law. Hal tersebut dapat 

dilihat dalam sanksi administratif bagianditunda 

dan diberhentikannya penyaluran bantuan sosial 

atau jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak 

mengikuti vaksinasi. Dalam mengidentifikasi 

kriteria penerima bansos, Juliari Peter Batubara 

yang ketika itu sedang menjabat sebagai menteri 

sosial menerangkan bahwa pemerintah daerah 

diberikan wewenang untuk menentukannya 

(Sindonews.com, 2020). Sebagai contoh, Pemerin- 

tah Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan 

regulasi seputar upaya yang dilakukan oleh peme- 

rintah daerah terhadap masyarakat yang terdam- 

pak dalam rangka pencegahan dan penanganan 

kerentanan sosial selama pandemi Covid-19 yang 

diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penang- 

gulangan Covid-19(Perda Provinsi DKI Jakarta No 

2 Tahun 2020). 

Pemerintah DKI Jakarta mengkategorikan 

“masyarakat terdampak” sebagai masyarakat 

miskin dan rentan, miskin yang berpendapatan 

harian dan terdampakekonomi akibat Covid-19, 

dan masyarakat lainnya yang terdampakekonomi 

akibat Covid-19. Masyarakat terdampak akan me- 

nerima bantuan sosial secara tunai maupun non 

tunai dengan kriteria sebagai berikut; berdomisili 

di Provinsi DKI Jakarta, masuk dalam kategori 
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miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga 

Sejahtera, kehilangan pekerjaan karena pemutusan 

hubungan kerja, kehilangan usaha dan/atau peng- 

hasilan yang berkurang secara signifikan, ber- 

penghasilan tidak tetap, dirumahkan tanpa di- 

bayar/pemotongan gaji; dan/ atau, ahli waris da- 

lam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang 

meninggal dunia dan berhak mendapatkan 

bantuan (Perda Provinsi DKI Jakarta No 2 Tahun 

2020). 

Merujuk hasil survey Saiful Mujani Research 

and Consulting (SMRC) perihal sikap penolakan 

masyarakat untuk turut serta dalam program 

vaksinasi diterangkan bahwa terdapat sekitar 33% 

masyarakat DKI Jakarta yang menolak untuk 

mengikuti vaksinasi. Hasil survey tersebut tidak 

menerangkan secara eksplisit bahwa masyarakat 

DKI Jakarta yang menolak vaksinasi hanya berasal 

dari kelompok masyarakat terdampak. Namun, 

pemberian sanksi administratif berupa penundaan 

atau pemberhentian penyaluran bantuan sosial 

yang diberikan kepada masyarakat terdampak 

merupakan sebuah bentuk ambiguitas serta berten- 

tangan dengan prinsip Equality before the law. 

Sanksi administratif penundaan atau pemberhenti- 

an bantuan sosial dengan sebab tidak mengikuti 

program vaksinasi Covid-19 justru akan merugikan 

masyarakat terdampak dan menghambat pengang- 

gulangan pandemi Covid-19. 

Bagaimana tidak, program vaksinasi belum 

menjangkau seluruh masyarakat, ditambah lagi 

harus membayar denda sebagai konsekuensi dari 

sikap penolakan untuk mengikuti vaksinasi. Hal 

tersebut juga bersifat kontradiktif dengan butir c 

Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 10 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa 

sasaran vaksinasi adalah masyarakat yang ter- 

kategori rentan dari aspek geospasial, sosial, dan 

ekonomi. Apabila memang mereka dijadikan tar- 

get atau sasaran prioritas vaksinasi, seharusnya 

pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi ke- 

rentanan perekonomian mereka, sehingga pem- 

 

berian sanksi tidak akan menambah beban per- 

ekonomian masyarakat terdampak.Contohnya ter- 

dapat kasus dimana seseorang tukang kopi di 

Tasikmalaya terjaring razia PPKM kemudian lebih 

memilih pidana kurungan daripada membayar 

denda sebesar 5 juta rupiah yang tidak dapat ia 

bayarkan (Pikiran.rakyat.com, 2021). Ketika fokus 

pemerintah adalah upaya penanggulan Covid-19, 

sanksi yang masih memberatkan masyarakat ter- 

dampak sebaiknya dihindarkan. Karena bagai- 

manapun, pemberian sanksi administratif berupa 

denda dianggap lebih condong dan sesuai dengan 

karakteristik hukum pidana dibandingkan hukum 

administrasi(Nagara, 2017). Dalam kasus peno- 

lakan vaksin Covid-19 bukanlah termasuk kategori 

perbuatan tindak pidana. 

Sanksi administratif berupa diberhentikan- 

nya penyaluran jaminan sosial atau bantuan sosial 

pada hakikatnya hanya menyasar warga masya- 

rakat yang kurang mampu. Keberadaan sanksi ter- 

sebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa yang 

akan menolak vaksinasi Covid-19 adalah warga 

masyarakat kurang mampu. Padahal terdapat 

berbagai bukti yang menerangkan bahwa tidak 

sepenuhnya khalayak umum yang menolak 

mengikuti vaksinasi berasal dari kelompok masya- 

rakat terdampak. Salah satu buktinyata yakni 

penolakan secara terang-terangan dilakukan oleh 

Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang menegas- 

kan bahwa lebih memilih menolak mengikuti vak- 

sinasi dengan membayar denda dengan alasan 

masih terdapatnya keraguan terhadap vaksin ter- 

sebut (Cnnindonesia.com, 2021).Disamping itu, 

kadang kalaada hal-hal yang membuat masyarakat 

enggan mengikuti vaksinasi Covid-19 karena ke- 

tidaksiapan dari pihak penyelenggara sehingga 

menghambat atau mengganggu kenyamanan 

masyarakat dalam mengikuti vaksinasi Covid-19. 

Seperti sering terjadi banyak kerumunan, daftar 

antrian panjang, mendahulukan yang memili KTP 

dan fotokopinya, dan kurangnya prokes saat meng- 

ikuti program vaksinasi Covid-19 (Kompas.com, 

2021). 
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Ambiguitas lainnya dapat dilihat dalam butir 

b Pasal 13A Perpres No.14 Tahun 2021yang mem- 

berikan sanksi berupa penundaan atau penghen- 

tian layanan administrasi pemerintahan. Sanksi ter- 

sebut dapat berisiko menimbulkan terjadinya 

maladiminstrasi, yakni perilaku melawan hukum 

berupa melanggar kewenangan, penyalahgunaan 

kewenangan dan mengabaikan kewajiban hukum 

atas tugas melaksanakan pelayanan publik(UU No 

37 Tahun 2008).Sejatinya, memang dibutuhkan 

tindakan yang membatasi Hak Asasi Manusia 

seseorang demi tercapainya keselamatan publik di 

masa pandemi. Akan tetapi, cukup disayangkan 

bila pembatasan HAM ini tidak diatur dalam atur- 

an yang setingkat dengan undang-undang. Sebab 

menurut Pakar Hukum Tata Negara, Jimly 

Asshidique, penerapan sanksi harus lebih dulu di- 

atur di undang-undang. Baik terkait bentuk sanksi 

maupun terkait berat ringannya sanksi karenatidak 

boleh ditentukan hanya melalui Perpres.Merujuk 

pada ayat 5 pasal 13A Perpres No. 14 Tahun 2021 

yang menyatakan bahwa penerapan sanksi 

tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, 

oleh sebab itu, sepantasnya pemberian sanksi me- 

mang diatur dalam Perda bukan melalui Perpres. 

Hal ini berlandaskan asas No Punish Without Rep- 

resentative sehingga harus dengan persetujuan 

rakyat melalui perwakilannya. 

 

3.2 Alternatif sanksi hukum terhadap 

masyarakat yang menolak vaksinasi 

Covid-19 

Artikel 19 Universal Declaration of Human 

Rights menyatakan setiap orang memiliki hak 

untuk mengetahui pelayanan kesehatan apa yang 

akan diberikan kepadanya dan berhak menolak 

suatu pelaksanaan tindakan medis yang akan dila- 

kukan. Hal ini karena keberlakuan doktrin In- 

formed concent yakni persetujuan maupun peno- 

lakan setelah mendapatkan informasi mengenai 

tindakan medis yang akan dilakukan terhadap 

dirinya (Jeannifer, 2021). Dokrtin ini diperkuat da- 

lam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/ 

MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan 

Tindakan Kedokteran yang menjelaskan bahwa 

setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus 

mendapat persetujuan (informed consent) baik 

secara lisan maupun tulisan. Namun, apabilasedang 

terjadi keadaan darurat, sifat vaksinasi berubah 

menjadi wajib sebagai upaya untuk menekan laju 

penyebaran serta penanggulangan Covid-19 di 

Indonesia(Perpres No 14 Tahun 2021). 

Lebih lanjut pelaksanaan vaksinasi di Indo- 

nesia diselenggarakan melalui vaksinasi program 

dan vaksinasi gotong royong. Perbedaan antara 

keduanya terbatas hanya terhadap sasaran dan 

pendanaan. Dalam vaksinasi gotong royong sasar- 

an penerima vaksin hanya terdiri atas pekerja be- 

serta anggota keluarganya, sedangkan sasaran 

penerima vaksin dalam vaksinasi program diang- 

gap lebih luas yakni khalayak umum (Permenkes 

No 10 Tahun 2021).Selain itu, dalam pertanggung- 

jawaban pendanaannya vaksinasi program ditang- 

gung sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan 

vaksinasi gotong-royong membebankan pendana- 

annya kepada perusahaan. Namun, pada hakikat- 

nya penerima vaksin melalui vaksinasi program 

maupun vaksinasi gotong-royong tidak dipungut 

biaya atau dengan kata lain gratis. 

Selama proses pelaksanaan vaksinasi ber- 

langsung, marak diberitakan oleh berbagai media 

hilangnya nyawa beberapa masyarakat yang di- 

duga terjadi pasca mengikuti vaksinasi. Seperti 

pemberitaan tentang meninggalnya seorang 

pemuda yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, 

pasca menerima injeksi vaksin dengan jenis 

Astrazeneca (Liputan.6.com, 2021). Kemudian 

pemberitaan mengenai vaksin Covid -19 yang 

berkaitan dengan komposisi vaksin Covid-19 yang 

mengandung bahan-bahan seperti boraks, forma- 

lin, sel vero, bahkan mengandung bahan yang 

berasal dari bayi laki-laki(Rahayu, dkk., 2021). 

Kejadian tersebut berdampak terhadap menurun- 
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nya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

keamanan vaksin tersebut yang mengakibatkan 

adanya penolakan untuk mengikuti vaksinasi 

(Kabar24.bisnis.com, 2021). 

Dibanding dengan pemberian sanksi admin- 

istratif, penggunaan sanksi pidana terhadap 

masyarakat yang menolak vaksinasi juga telah di- 

atur pada beberapa peraturan perundang- 

undangan. Hal tersebut bisa ditinjau dari Pasal 30 

Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 yang 

membebankan pidana denda maksimal Rp. 

5.000.000 (lima juta rupiah) terhadap masyarakat 

yang menolak mengikuti vaksinasi(Perda Provinsi 

DKI Jakarta No 2 Tahun 2020).Kemudian dalam 

Pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021 menegaskan 

bahwa masyarakat yang telah ditetapkan sebagai 

sasaran penerima vaksin menolak pelaksanaan 

vaksinasi, maka sebagai bentuk pertanggung- 

jawaban hukum menerima sanksi sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang tentang 

Wabah (Perpres No 14 Tahun 2021).Berkaitan de- 

ngan hal tersebut sikap masyarakat yang menolak 

vaksinasi secara sengaja merupakan bentuk yang 

menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, 

maka untuk itu dapat dibebankan pidana penjara 

paling lama satu tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp. 1.000.000 (UU No 4 Tahun 1984). 

Selain sanksi administratif, terdapat juga 

sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban 

hukum bagi warga yang tidak kooperatif atas ada- 

nya program vaksinasi Covid-19. Hal ini sudah 

sesuai dengan prinsip Ultimum Remedium sebagai 

jalur tempuh terakhir yang akan diambil terhadap 

bentuk pelanggaran hukum (Fitri, 2019).Namun, 

kenyataannya penerapan sanksi administratif 

masih menimbulkan ambiguitas serta kontradiktif 

terhadap asas equality before the law sehingga 

mengakibatkan penerapan sanksi tersebut 

dianggap tidak maksimal. Maka dari itu guna 

menghindari polemik yang terjadi, pengaturan 

sanksi administratif tersebut hendaknya dicabut 

dan diganti dengan sanksi pidana yang dapat di 

 

atur dalam undang-undang atau peraturan daerah. 

Perpres di atas, sebaiknya lebih banyak 

mengatur tentang sosialisasi mengikuti vaksinasi 

Covid-19. Sebab, melihat pada data di lapangan, 

masih banyak masyarakat yang tidak menyadari 

pentingnya mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagai 

bentuk penekanan angka penyebaran pandemi 

Covid-19. Hal tersebut tercermin melalui hasil 

survei Balitbangkes Kemenkes RI, yang menghasil- 

kan data sebanyak 33% masyarakat Indonesia 

menolak menerima vaksin(Kompas.com, 2021). 

Oleh karena itu, sebagai upaya penegakan hukum 

terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi di- 

perlukansebuah alternatif berupa penerapan sanksi 

pidana. Meskipun alternatifnya berupa sanksi 

pidana, jangan sampai sanksi tersebut juga mem- 

beratkan warga masyarakat terdampak. 

Penerapan sanksi pidana inisemata-semata 

berfungsi sebagai upaya pencegahan. Teori pen- 

cegahan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, teori 

pencegahan umum (algamene preventie theorieen), 

yang mana dalam teori ini sanksi pidana bertujuan 

untuk memberikan efek jera. Teori yang kedua 

adalah teori pencegahan khusus (bijzondere 

preventie theorieen), teori ini bertujuan tidak 

hanya memberikan efek jera, tetapi juga bersifat 

memperbaiki agar pelaku tidak melakukan 

kejahatannya lagi (Saraswati, 2015). Namun,selaras 

dengan politik hukum pidana bahwa tujuan pemi- 

danaan harus mengarah pada keseimbangan 

sekaligus keselarasan kehidupan bermasyarakat 

dengan mempersatukan kepentingan negara dan 

masyarakat. Melihat tujuan tersebut, maka pemi- 

danaan harus  mengandung  unsur  kemanusiaan 

dan edukatif (Tomalili, 2019). Maksud unsur kema- 

nusiaan yakni pemidanaan tidak boleh meren- 

dahkan serta melanggar harkat dan martabat 

seseorang. 

Dari uraian tentang teori pencegahan dan 

teori tujuan pemidanaan, maka penerapan sanksi 

pidana kerja sosial dipandang dapat menjadi se- 

buah alternatif. Penerapan kerja sosial bertujuan 
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untuk mengembangkan tanggung jawab sosial 

serta peran pelaku dalam masyarakat serta men- 

dorongrealisasi pemulihan situasi terhadap para 

pihak yang terdampak akibat kejahatan tersebut 

(Aisyah, 2018). Selanjutnya, menurut Prof. Wiku 

untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap 

pelaksanaan vaksinasi, pemerintah daerah 

berwenang untuk pemberian sanksi dalam hal ini 

penerapan sanksi pidana kerja sosial (Detik.com, 

2021). Hal tersebut juga diperkuat dengan ketidak- 

bolehan adanya sanksi pidana dalam aturan turun- 

an, dan hanya diperbolehkan dalam aturan se- 

tingkat undang-undang dan peraturan daerah 

(Hukumonline.com, 2021). 

Maka sangat dimungkinkan pengaturan 

kerja sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban 

hukum atas penolakan vaksinasi yang diatur dalam 

peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan 

daerah kabupaten/kota. Pidana Kerja Sosial 

sebagai alternatif dipilih karena didasari oleh tiga 

dimensi yakni: Pertama, merupakan perampasan 

kemerdekaan dalam jangka pendek. Kedua, alter- 

natif atas ketidakmampuan membayar sanksi 

denda sehingga apabila ada seseorang tidak sang- 

gup membayarkan denda, maka diganti dengan 

menjalankan pidana pengganti (Pidana Kerja 

Sosial). ketiga, masuk ke dalam kategori kerangka 

grasi(Fajri, 2019). 

Selanjutnya, setiap orang yang telah di- 

tetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid- 

19 tidak mengikuti vaksin sebagaiman diatur diatur 

pasal 13B Perpres No. 14 Tahun 2021, dapat 

dibebankan pidana penjara paling lama satu tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu 

juta rupiah). Sanksi tersebut dalam Rancangan 

Undang-Undang KUHP dapat dikategorikan 

sebagai delikyang sangat ringan yang diancam 

dengan pidana denda kategori I atau II secara 

tunggal. Dimana, sebelumnya delik tersebut meng- 

ancam pidana kurungan di bawah 1 (satu) tahun 

maupun ancaman denda ringan atau delik pidana 

baru yang berdasarkan bobotnya di bawah 1 (satu) 

tahun penjara. Selain itu Pidana Kerja Sosial dinilai 

lebih efektif dan bermanfaat mengingat dalam 

aturan Pasal 85 RKUHP menerangkan bahwahakim 

dalam menjatuhkan pidana kerja sosial wajib 

mempertimbangkan mengenai pengakuan terdak- 

wa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan, ke- 

mampuan kerja terdakwa,persetujuan terdakwa 

sudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal 

yang berhubungan dengan pidana kerja sosial, 

riwayat sosial terdakwa, perlindungan keselamat- 

an kerja terdakwa, keyakinan agama dan politik 

terdakwa, dansertakemampuan terdakwa mem- 

bayar pidana denda(RUU KUHP). 

Dengan pemidanaan berdasarkan pertim- 

bangan-pertimbangan diatas, maka suatu hukum- 

an yang dijatuhkan sekiranya dapat memperhati- 

kan hak-hak dari terdakwa sehingga dapat mem- 

berikan rasa keadilan hukum, kemanfaatan 

hukum, dan kepastian hukum. Pidana kerja sosial 

juga turut mendukung adanya pemberian hukum- 

an yang berlebihan terhadap masyarakat yang 

didakwa melakukan penolakan vaksinasi dan 

menghalangi pelaksanaan penanggulangan bencana 

wabah. Kemudian pidana kerja sosial juga turut 

mengurangi pemidanaan yang mengakibatkan 

penuhnya lembaga pemasyarakatan. Setiap orang 

yang menerima hukuman pidana kerja sosial diwa- 

jibkan bekerja pada jam-jam tertentu tanpa di- 

komersialisasikan. 

 

4.      Simpulan 

Sanksi administratif yang diberikan peme- 

rintah terhadap sasaran vaksinasi yang menolak 

untuk divaksin sebagaimana diatur dalam pasal 

13A ayat (4) Perpres No. 14 Tahun 2021 me- 

nimbulkan ambiguitas dalam setiap butirnya. Di 

mana dalam butir a dan c terkait sanksi penundaan 

atau penghentian jaminan atau bantuan sosial dan 

denda dianggap mencederai hak masyarakat ter- 

dampak serta kontradiktif dengan prinsip Equal- 

ity Before the Law beserta Permenkes No. 10 
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Tahun 2021 serta Peraturan Daerah yang telah di- 

delegasikan wewenang guna membidik penerima 

bantuan sosial. Begitu pula pada butir b yang 

berseberangan dengan UU Pelayanan Publik yang 

berisiko terjadinya maladministrasi. Ambiguitas 

sanksi hukum berupa penerapan sanksi admi- 

nistrasi yang dimuat dalam Perpres No. 14 Tahun 

2021, sebaiknya dicabut dan digantikan dengan 

sanksi pidana kerja sosial yang diatur dalam undang- 

undang dan peraraturan daerah. Pemberian sanksi 

pidana kerja sosial akan mampu mengurangi beban 

kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di- 

banding dengan pidana penjara yang justru akan 

membuat over kapasitas penguni Lapas. Selanjut- 

nya, perlu dibuat penambahan norma pada Per- 

aturan Presiden sebelumnya yang lebih banyak 

mengatur tentang sosialisasi mengikuti vaksinasi 

Covid-19. Sebab, melihat pada data di lapangan, 

masih banyak masyarakat yang tidak menyadari 

pentingnya mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagai 

bentuk penekanan angka penyebaran pandemi 

Covid-19. 
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